
PERATURAN BUPATI SUKOI{ARJO

NOMOR 26 i: TAHUN 2OO5

.T[,NTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2OO5 TENTANG PEDOMAT'{

PIiNA'TA T]SAHAAN T}EI, AKSANAAN ANG G ARAN PIiNII A P AT' AN

DAN BELANJA DABRAH KABUPATtrN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2OO5

Vlenimbang :

?

Mengingat : 1.

BUPATI SUKOHARJO'

bahwa dalam rangka penyelesaian pelaksanaan A'nggaran
pendapatan dan Belania Daerah Kab,paten Sukoharjo Tahun

Anggaran 2005 dapat berjalan lancar, khususnya batas waktu

p.n!"uirrun SPP, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati

i.fo*ot 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penatausahaan

Pelaksanaan Anggalan Petrclapatan dan Belania Daerah

Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati'

undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

Undang-Undang Nornor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstrirksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanga,n

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 2003

Notor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclo'esia

Nomor a286);

undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Notor i, Tambahan Lembaran Negara Republik Incio'esia

Nomor 4355);

i lnclang-l lnclaug Nori lor I5 TalrLrn 2004 tentatrg Pcttrcri l isanll .

PengelOlaan dan Tanggungiarvab Kettangatr Negal'a (l,emtraran

N"gi r , ' .  I lcpt rb l i l<  Inc l .ncs i l r  
' [ ' i t l t t r t l  2004 Nonror '66. ' [ ' r t t t rS i tharr

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2.

J .

4 .

5 .



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

(Tambahan Lembaran i.iegara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44931);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahr"rn 2004 tentzurg Pelirnbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126,'Iambahan Lembaran Negara Republih lndonesia Nomor
4438) :

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraaan Jasa Konstruksi (Lembaran 1llegara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (l",ernbaran Ncgara Rcpublik lncloncsia' l-ahLrn
2000 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara RepLrblik
Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tnhur-r 2001 (Lernbaran
Negara. Republik Indonesia Tahun 200I Nomor I57,
Tambahan Lembaran Nesara Renublik Indonesia Nomor
41t i5) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban I(euangan l)aerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negar:a Republik Indonesia Nomor
4022);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 204, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4024);

12.. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahut 2000 tentang
Kedudukan Keuangan I(epala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200i tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

'Iahun 
2001

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4439\:



Menetapkan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4a1O;

16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4330) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 61 Tahun 20A4 1r;fiang Perubahan Atas Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pcngadaan Barang/Jasa Pemerintah (tembaran Negara
Republik incionesia Tahun 2004 Nomor 7l):

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nonior 8 'I'ahun 
2002

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Siikoharjo Tahun 2002 Nomor
32,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
e0);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Arrggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sukoharjo (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
r21) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor I Tahun 2005
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daelah Tahun
Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAI{AN ATAS
FERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 8 TAHI.IN 2()O5
TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI-ANJA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAIILIN ANGGARAN 2005.

Pasal I

Bcberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8
Tahun 2005 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 8) diubah sebagai
berikul.:
Lampiran huruf B. Penatausahaan Pelaksanaan APBD, angka 1
Pengajuan Surat Permintaaan Pembayaran (SPP) huruf i. Batas
waktu pengajuan SPP diubah, sehingga keseluluhan huruf i
berbunyi sebagai berikut :
i. Batas rvaktu pengajuan SPP.



1) Menjelang akhir tahun anggaran pengajuan SPP PK-DU

selambat-lambatnya tanggal 26 Desember tahun anggalall

yang bersangkutan;

2) Menjelang akhir tahun anggaran pengajuan SPP-BT. 
selainbat-lambatnya tanggal 28 Desember tahun anggaran

yang bersangkutan;

3) SPP Gaji dari Pemegang Kas kepada Bupati selambat-

lambatnya tanggal 10 (sepuluh) sebelum bulan berkenaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

PJraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Sukohar.jo.

Drundangkan di Sukoharjo
pada tangeal 30 NoPernber 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPN'II]N SIJ KOI IN R.I O

BERITA DAEITAH KABUPATEN STIKOHARJO
TAHUN 2OO5 NOMOR 26

Ditetapkan di Sukoharjc
pada tanggal 10 NoPember 2005.
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